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| NAGARI SAMBUNGO

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Datam Negeri

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021
tentang berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro dan |Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2021;

k melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa,
Pembangu Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inenesia
Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan
Dana Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberiakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari
Sambung tentang Pembentukan Tim "Posko Nagari
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikrountuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut
Kabu Pesisir Selatan Tahun 2021.

. Un Jndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587)



Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, L
Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134: e Temers

5. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menuar (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UUndang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539. Sebagaimana telah di wubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-tindang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, L.embaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 60 tashun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 168;Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer
5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2015 fentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negars;
Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nemor 88:.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tfentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nemor 57;.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

8. Peraturan Pemerintah Republik IndonesigNomoer 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskla Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;

9. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2018 tentang
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Tahun 2020 Nomor 178;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaN
_ omor 111
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Nm
Eepubllk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
eraturan Menteri Dalam Negeri Republik Ir;donesiaNarnor 84 T
201:5 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Dasaahm-'
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6; '
goegtu$n MenteFr’r Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 1 Tahun
entang Pengelolaan Aset Desa, Be Negara
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53; o o
Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita : i
Tahun 2016 Nomor 1037: Negara Republk Indonesia
gggu?nmgm& Dalam NKegen Republik IndonesiaNomor 46 Tahun
entang poran Kepala Desa, Berita Negara
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099; p—
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 47 Tahun
2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 100;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik IndonesiaKomer 2 Tahun
2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 18 Tahwun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan L.embaga Adat
Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 569;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 T
Pengeloaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 20 Tahun
2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20219
diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249;

. Peraturan Menteri MenteriDesa,Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2015 Tentang
PedomanKewenanganBerdasarkanHakAsallJsulDan
Kewenanganl-okalBerskalaDesa, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158;

Peraturan Menteri MenteriDesa,Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan TransmigrasiRepublik IndonesiaNomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan PembubaranBadan
Usaha MilikDesa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 161;:

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 16 Tahun _201'9 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203); )

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Terfinggal, _dan
Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2019 tentang
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Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); ;

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020Terttang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan TransmigrasiNomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman

umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); il

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik IndonesiaNomor21 Tahun 2020Terttang
Pedoman Umum Pembangunan Desa danPemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1633);
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 222/PMK.07/2020
tentangPengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart
Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1899);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemeriritsh
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata
Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahmun
Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nemor 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomer 4 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Amggaram
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belamja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Amnggaran
20; ‘
}%'Smrtum Nagari Sambunge Nomor 2 Tahun 20)-1‘-8
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
agari Tahun 2018.-2014;
geraturan Nagari Sambunge Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah

Nagari, .
Peraturan Nagari Sambungo Nemor 5 Tahum 20719



Memperheatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

40. Peraturan Nagari Sambungo. Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 3 tal',lun
2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan
Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2021;

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6
Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam
Pelaksanaan Pemberiakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala
Mikro di Desa;

3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggdl 8
Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer
ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9
Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan
Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberiakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;

5. Intruksi Gubenur Pesisir Selatan Nomor: 360 Tahun 2020 tertang
Pemberiakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Wilayah
Propinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Desa tentang Tim PoskoDesa Pemberiakuan
Pembatasan Kegiatan NMasyarakat (PPKM) berbasis Mikrountuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Nagari Sambungo Kecamatan Sialut Kabupaten Pesisir Seldtan
Tahun 2021

Susunan Tim PoskoDesa Pemberiakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) berbasis Mikrountuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sambungo Kecamatan
Silaut Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2021, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.
Tugas Tim PoskoDesa Pemberiakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraikat

(PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sambungo sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya
adalah Kepala Desa dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD;

2. Tim Pencegahan PoskoDesa memiliki tugas pencegaham,
penyebaran/penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai
kewenangan Desa yaitu:



a. Melakukan pendataan terhadap w yang
mgnjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, ?ra:g lamijut
usia dan masyarakat yang keluar masukDesa:

b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesshﬂa-n
yahn_i mencuci tangan, memakai masker
menjagajarak dalam wilayah Desa: ’

C. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
di wilayah Desa secaraberkala;

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand hand
sanitizer,disinfektan serta tempat sampah medis dan
non medis disetiap Posko Desa:dan

e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada
Kepala Desa.

3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tu
kesehatanakibatpenyebaranfpenu!aranCOg\:llTDP‘:ssesuamgaaTn
kewenangan Desayaitu:

a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan
kondisi warga yangdipantau;

b. Menyiapkan Iokasi isolasi bagi warga Desa
yangterkonfirmasi COVID-19;

c. Melakukan penelusuran danpengobatansederhana
bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test
Corona Viruses Disease (COVID-19);

d. Mendistribusikan kebutuhan logistik
dalammasaisolasi mandiri;

e. Melakukanpendataanterhadapmasyarakatyang
terkonfirmasi COVID-19;dan

f. Melaporkan pelaksanaan tim secara
berkalakepadaKepala Desa.

4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian
pembinaan akibat penyebaran / penularan dan
penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan
Desayaitu:

a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif
sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal
yang ditetapkan melalui PeraturanDesa;

b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1
(satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan
Babinsa serta mitra Desa Ilainnya seswai
bidangtugas;

c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokel
kesehatan melalui peneguran dan pembatasan
kegiatan di Desa;dan

d. Melakukan pendataan terh-ad‘ap
masyarakatyangmelakukan pelanggaran protokol
kesehatan.

5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukumg
daripelaksanaanPoskoDesaakibatpenyebaran/ )
penularan dan penanganan COVID-19 sesuai



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth -

kewenangan Desayaitu:

a. Mem‘fasilitasioperasionaldanadmnistrasi pelaksanaan
Posko Desa COVID-19:

b. Membuat sistem informasi kesehatan wargaDesa;

c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan
dan mendistribusikan logistik sesuaikebutuhan;

d. Melakukansosialisasi protokolkesehatandan
penangananCovid—
1'ssertapencegahannyakepadamasyarakat , dan

e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala
kepada Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemiberiakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikrountuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan
Bhabinkamtibmas,Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja,Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan
Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH,
Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo
Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSilaut VI
pada tanggal 18 Februari 2021

Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Pesisir Selatan

Camat Silaut di Silaut;

Bamus NagarisAMBUNGO di Sambungo o

Kepala UPTD Puskesmas Tanjun Maquur di Silaut; '
Tim Posko Tingkat Nagari PPKM Nagari Sambungo (yang bersangkutan);

Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : 144 947. 11 /2021 '
Tentang : Pembenfukan Tim Pos Komando Desa Pemberiakuan Pembatasan Kegiatan

N
KECAMATANSILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN2021

No Jabatan Nama Unsur

01 o2 03 04

1 KETUA Rasimin Wali Nagari

2 WAKIL KETUA Daliyo Ketua BPD
Anggota Slamat Suherman Kepala Kampung Silaut VI
Anggota Edi Utomo Kepala Kampung Tanjung Sari
Anggota Bastardi Kepala Kampung Sambungo
Anggota Danang Iswahyudi LPMN
Anggota Juariah TP PKK
Anggota Musiyem TP PKK
Anggota Taufik Hidayat Karang Taruna
Anggota Idris Karang Taruna
Anggota Timan Satlinmas
Anggota Edi hermawan Satlinmas
Anggota Emi Suryadi Satlinmas
Anggota M.Kamal Tokoh Masyarakat
Anggota Mikun Tokoh Masyarakat
Anggota Wayu Putri, A.Md. Bidan Desa
Anggota Emi Desrita, A. Md. Bidan Desa
Anggota Sri Samiyem Kader Posyandu
Anggota Sulistiani Kader Posyandu
Anggota Nanik Kader Posyandu
Anggota Suliana Kader Posyandu
Anggota Sutamah Kader Posyandu
Anggota Rina Kader Posyandu
Anggota Jamiyem Kader Posyandu
Anggota Rosidah Kader Posyandu
Anggota Misnah Kader Posyandu
Anggota Sunarsih Kader Posyandu
Anggota Delvia Susanti Kader Posyandu
Anggota Desti Ramadani Kader Posyandu
Anggota Siti Khotijah Kader Posyandu




Anggota Marna Yuliani Kader Posyandu
Anggota Asni Laili Kader Posyandu
Anggota Siti Zuliana Kader Pembangunan Desa (KPM)
Anggota sudarto Satlinmas

Anggota Aan Haryanto Satlinmas

Anggota Kamil Satlinmas

Anggota Sofian AS. Tokoh Agama

Anggota Ustad Sarbini Tokoh-Agama
Anggota Slamet Prayoga Tokoh Agama
Anggota Zainal Abidin Karang Karuna / Tokoh Pemuda
Anggota Julman Karang Karuna / Tokoh Pemuda

Koordinator Uswatul Hasan Sekretaris Nagari

Anggota Muhammad Arianto Perangkat Nagari

Anggota Muhammad Isrofi Perangkat Nagari

Anggota Sri Murni Perangkat Nagari

Anggota Gusmayenti Perangkat Nagari

Anggota Rima Melati, S.Si. Perangkat Nagari
MITRA Bribka. Rizki A. Hakim BHABINKAMTIBMAS
MITRA Sertu. Waltadi BABINSA
MITRA Dwi Muchranto Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec
MITRA Wandesri Pendamping Desa-Kec.Silaut
MITRA Roni Yuliandrni Pendamping Desa Kec. Silaut
MITRA Aprizal Pendamping TKSK Kec. Silaut
MITRA Erlina Pendamping PKH
MITRA Suwami Penyuluh Pertanian Kec. Silaut
MITRA Uswatun Hasanah Penyuluh-Agama Kec. Silaut

Ditetapkan di Silaut Vi
pada tanggal 18 Februari 2021




